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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Meningkatnya permintaan akan layanan telekomunikasi selalu selaras akan 

banyaknya pembangunan menara telekimunikasi. Dalam suatu perkotaan tentu memiliki 

banyak berdirinya menara telekomunikasi, karena bangunan menara tersebut sangat 

berpengaruh terhadap pelayanan telekomunikasi pelanggan operator telepon selular. 

Menara telekomunikasi berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan 

telekomunikasi yang dibuat atau bentuk konstuksinya disesuaikan dengan keperluan 

penyelenggaraan telekomunikasi. 

Kota Palembang merupakan salah satu daerah dengan tingkat permintaan layanan 

telekomunikasi yang cukup tinggi, hal ini disebabkan banyaknya permintaan jumlah 

pemakaian  layanan telekomunikasi operator yang menyediakan layanan sms, telepon 

murah dan akses data internet berkecepatan 3G/4G, permintaan layanan telekomunikasi 

tersebut karena disebabkan faktor adanya kebutuhan akses komunikasi yang tak terhingga. 

Hal ini memicu banyaknya pembangunan menara telekomunikasi di Kota Palembang. 

Pembangunan menara telekomunikasi di satu sisi memiliki dampak positif bagi 

seluruh lapisan masyarakat. Dikarenakan dengan adanya keleluasaan akses komunikasi 

yang lancar sangatlah membantu masyarakat. Namun disisi lain pembangunan menara 

telekomunikasi yang sangat pesat dan cenderung tak terkontrol sering menimbulkan 

permasalahan dikalangan masyarakat dan pemerintah. Permasalahan yang dihadapi kurang 

diperhatikannya aspek lingkungan tata kelola wilayah dan tata kelola ruang serta 

mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan bagi masyarakat sekitar bangunan menara 

telekomunikasi tersebut. 
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Di Kota Palembang ada cukup banyak menara yang dimiliki oleh orang atau badan 

yang bergerak di bidang telekomunikasi baik badan perusahaan dalam negeri maupun 

perusahaan luar negeri. Menara-menara tersebut mempunyai ukuran, bentuk, jangkauan 

maupun kemampuan yang bervariasi, berikut ini merupakan tabel orang/badan perusahaan 

menara telekomunikasi. Lihat tabel 1 

Tabel 1 Orang/badan Perusahaan Menara Telekomunikasi di Kota Palembang tahun 
2014 

No Nama Pemilik Menara Jumlah Menara 
1 PT. Tower Bersama Group 133 Menara 
2 PT. Telkomsel 106 Menara 
3 PT. Protelindo 90 Menara 
4 PT. Daya Mitra Telekomunikasi 55 Menara 
5 PT. Axiata Tbk 65 Menara 
6 PT. Inti Bangun Sejahtera 46 Menara 
7 PT. Indosat 33 Menara 
8 PT. Corona Telecommunication Services 10 Menara 
9 PT. Telkom, Tbk 9 Menara 
10 PT. Persada Sokka Tama 7 Menara 
11 PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia 5 Menara 
12 PT. Era Bangun Jaya 3 Menara 
13 PT. Retower Asia 2 Menara 
14 PT. Smart Telecom 1 Menara 
15 PT. Bakrie Telecom Tbk 1 Menara 

 Total Menara 566 Menara 
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2014 
(data telah diolah kembali). 

Kepemilikan menara telekomunikasi menurut data Dinas Kominfo Kota Palembang 

tahun 2014 tercatat total menara 566 menara, perusahaan pemilik menara paling banyak 

yakni 133 menara dimiliki oleh PT. Tower Bersama Group yang tersebar di tiap sudut di 

kota palembang, sedangkan perusahaan pemilik menara paling sedikit masing-masing 

hanya memiliki 1 menara yakni PT. Smart Telecom terletak di kelurahan 15 ulu kecamatan 

seberang ulu 1 dan PT. Bakrie Telecom Tbk terletak di kelurahan sukamaju kecamatan 

sako, informasi dan pengamatan peneliti. Maraknya pembangunan menara yang dilakukan 

oleh pemilik menara seringkali membangun menara pada tempat yang sama hal ini tentu 

akan berdampak pada tata ruang kota menjadi sempit serta dapat mengganggu lingkungan 
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area sekitar karena adanya radiasi yang dihasilkan oleh pemancar sinyal operator seluler. 

Semua menara telekomunikasi harus mendapatkan rekomendasi izin operasional terlebih 

dahulu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, seluruh menara harus memenuhi 

persyaratan estetika lingkungan, memenuhi kewajiban memerhatikan ketentuan peraturan 

daerah pada Pasal 4 tentang persyaratan rekomendasi dan izin operasional menara. 

Persyaratan rekomendasi dan izin operasional menara: 

1. Persyaratan administratif, meliputi sebagai berikut: 

a) Foto copy kartu tanda penduduk pemohon dan pemilik tanah 

b) Foto copy surat kepemilikan tanah/bangunan 

c) Foto copy surat perjanjian sewa pemakaian tanah/bangunan 

d) Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh 
departemen Hukum dan HAM 

e) Surat penetapan siap menjadi menara bersama 

f) Persetujuan warga sekitar 

g) Kajian lingkungan dan surat keterangan KKOP setempat 

2. Persyaratan teknis mengacu pada SNI atau standar baku secara internasional, 
meliputi sebagai berikut: 

a. Advice planing dari instansi terkait 

b.Gambar lokasi menara dan spesifikasi menara 

c. Gambar mapping coordinat 

3. Persyaratan izin operasional menara, meliputi sebagi berikut: 

a. Foto copy KTP pemohon 

b. Foto copy SITU/menara 

c. IMB menara 

d. UKL/UPL 

e. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh 
departemen Hukum dan HAM 

f. Bukti setor retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 
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Ada 2 alasan atas pemilihan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, 2 alasan 

tersebut adalah: 

1. Ada beberapa menara yang sudah tidak memenuhi kelayakan fungsi bangunan 

menara. 

2. Terdapat beberapa menara telekomunikasi yang tidak tercatat sebagai menara legal. 

Kedua alasan tersebut akan diuraikan secara lebih lengkap seperti penjelasan 

dibawah ini. 

A.1 Ada beberapa menara yang sudah tidak memenuhi kelayakan fungsi banguan 

menara 

Kelayakan fungsi bangunan menara telekomunikasi di Kota Palembang masih 

menjadi permasalahan disebabkan terdapat menara-menara yang bentuk kontruksinya 

maupun kondisi menara yang sudah termakan usia yang berdiri diatas sebidang tanah, 

diatas bangunan di sekitar pemukiman penduduk dapat membahayakan masyarakat sekitar. 

Memerhatikan sesuai peraturan daerah pada pasal 9 tentang Kelaikan Fungsi Bangunan 

Menara, sebagai berikut: 

(1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam 
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan 
melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada 
Walikota secara berkala setiap tahun. 
(2) Paling lama 1 (satu) tahun sekali, bangunan menara dilakukan pemeriksaan, 
pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan dalam rangka 
meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar 
lokasi bangunan menara. 
(3) Pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan bangunan 
menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah 
Kota, pemilik, penyedia, dan/atau penyelenggara telekomunikasi selaku 
pengguna bangunan menara. 

 
Perlu dilakukan pengecekan kondisi menara yang telah berdiri melebihi jangka 

waktu 10 tahun untuk ditinjau kembali operasionalnya oleh penyelenggaran menara Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dan melaporkan hasil pemeriksaan 

kelayakan fungsi bangunan menara kepada Walikota secara berkala setiap tahun. Paling 
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lama 1 tahun sekali bangunan menara dilakukan pemeriksaan, pengawasan, pengecekan, 

pengendalian dan penanggulangan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan 

tentram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara. Berikut ini merupakan tabel 

bangunan masih layak dan tidak layak. Lihat tabel 2 

Tabel 2 Bangunan menara masih layak dan tidak layak pakai di Kota Palembang 
tahun 2014 

No Nama Pemilik Menara JumlahMenara Layak Pakai 
Tidak 
Layak 
Pakai 

1 PT. Tower Bersama Group 133 Menara 130 Menara 3 Menara  
2 PT. Telkomsel 106 Menara 106 Menara - 
3 PT. Protelindo 90 Menara 88 Menara 2 Menara 
4 PT. Daya Mitra Telekomunikasi 55 Menara 46 Menara 9 Menara  
5 PT. Axiata Tbk 65 Menara 65 Menara  - 
6 PT. Inti Bangun Sejahtera 46 Menara 44 Menara 2 Menara  
7 PT. Indosat 33 Menara 33 Menara - 

8 
PT. Corona Telecommunication 
Services 

10 Menara 10 Menara - 

9 PT. Telkom, Tbk 9 Menara 9 Menara - 
10 PT. Persada Sokka Tama 7 Menara 7 Menara - 

11 
PT. Sampoerna Telekomunikasi 
Indonesia 

5 Menara 5 Menara - 

12 PT. Era Bangun Jaya 3 Menara 3 Menara - 
13 PT. Retower Asia 2 Menara 2 Menara - 
14 PT. Smart Telecom 1 Menara 1 Menara - 
15 PT. Bakrie Telecom Tbk 1 Menara 1 Menara - 
 Total Menara 566 Menara 550 Menara 16 Menara 

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2014 
(data telah diolah kembali). 

Pada Tabel 2 menjelaskan mengenai menara yang layak dan tidak layak pakai, dari 

total 566 menara terdapat 550 menara yang layak dikarenakan menara-menara tersebut 

telah memenuhi syarat dan kelengkapan standar nasional Indonesia sebagai menara 

telekomunikasi. Sedangkan ada beberapa menara yang tidak layak pakai berjumlah 16 

menara dikarenakan ada kekurangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang 

berlaku, disebabkan tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan, atau ada beberapa 

kelengkapan yang hilang.  
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Tetapi menara tersebut tetap beroperasi walaupun memiliki kekurangan dan melanggar 

peraturan daerah. Pemerintah Kota Palembang yang pada hal ini dilaksanakan oleh Dinas 

Kominfo perlu melakukan pengawasan dan pengecekan secara rutin dan menyeluruh agar 

tidak mengganggu estetika lingkungan dan kenyamanan masyarakat sekitar berdirinya 

menara telekomunikasi tersebut. 

Sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan yakni, dijelaskan pada pasal 14. 

1. Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas 
hukum yang jelas.  

2. Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 

a. Pentanahan 

b. Instalasi penyalur petir 

c. Catu daya 

d. Lampu halangan penerbangan 

e. Marka halangan penerbangan 

f. Pagar pengaman. 

Tabel 2 merupakan gambaran dari jumlah menara layak pakai yang telah sesuai atas 

peraturan daerah baik sarana, fasilitas pendukung dan telah mempunyai identisas hukum, 

berjumlah 566 menara, sedangkan menara yang tidak layak pakai berjumlah 16 menara, 

dari jumlah keseluruhan menara 566 menara yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota 

Palembang. Apabila kriteria diatas terpenuhi oleh pemilik menara, maka menara tersebut 

dinyatakan menara yang layak pakai dan apabila ada salah satu ataupun tidak memenuhi 

sebagai mana dimaksud pada persyaratan tersebut maka menara tersebut bisa dikatakan 

tidak layak operasional. 
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A.2 Terdapat beberapa menara telekomunikasi yang tidak tercatat sebagai menara 

legal. 

Dalam rangka pengaturan persebaran penempatan menara, maka setiap 

pembangunan menara telekomunikasi, harus mendapat rekomendasi dari Walikota melalui 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Menara telekomunikasi yang 

didirikan dipermukaan tanah dapat dibangun dalam bentuk standar rangka baja dan/atau, 

pada area wilayah tertentu dengan memperhatikan aspek estetika kota harus dalam bentuk 

kamuflase. Berikut ini merupakan tabel 3 persebaran jumlah bangunan menara. 

Tabel 3 Persebaran jumlah bangunan menara di Kota Palembang tahun 2014 

No Kecamatan Jumlah Menara 
1 ILIR BARAT II 21 Menara  
2 GANDUS 16 Menara 
3 SEBERANG ULU I 41 Menara 
4 KERTAPATI 8 Menara  
5 SEBERANG ULU II 29 Menara  
6 PLAJU 15 Menara  
7 ILIR BARAT I 62 Menara  
8 BUKIT KECIL 10 Menara 
9 ILIR TIMUR I 45 Menara  
10 KEMUNING 37 Menara 
11 ILIR TIMUR II 60 Menara  
12 KALIDONI 41 Menara  
13 SAKO 40 Menara 
14 SEMATANG BORANG 9 Menara  
15 SUKARAMI 62 Menara 
16 ALANG ALANG LEBAR 37 Menara  
17 TIDAK DIKETAHUI 33 Menara  
 Total Menara 566 Menara 

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2014 
(data telah diolah kembali). 

Pada Tabel 3 merupakan gambaran dari persebaran jumlah bangunan menara di Kota 

Palembang yang berjumlah total 566 menara, menara tersebut tersebar diseluruh 

kecamatan di Kota Palembang, kecamatan yang memiliki persebaran menara paling 

banyak yakni, kecamatan ilir barat dan sukarami yang memiliki 62 menara, banyaknya 

total menara dikecamatan tersebut merupakan titik padat penduduk dan kebutuhan 
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telekomunikasi baik menara kamuflase dan menara BTS (Base Transceiver Station), yang 

berfungsi sebagai penghubung pada perangkat selular. Dalam pasal 13 ayat (1) 

menyatakan: Penempatan lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam wilayah/zona dengan 

memperhatikan potensi ketersediaan lahan, perkembangan teknolofi, 

permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa 

telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang kota, tata 

bangunan, estitika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi 

pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara. Sedangkan persebaran menara paling 

sedikit berada pada kecamatan kertapati ada 8 menara dan kecamatan sematang borang, 

sedikitnya menara yang berada dikecamatan tersebut dikarenakan sedikitnya persebaran 

penduduk yang memakai jaringan selular dan berada pada wilayah rawa-rawa yang 

tentunya tidak memungkinkan untuk mendirikan bangunan menara disebabkan tidak 

stabilnya struktur tanah di lingkungan tersebut.  

Data yang didapat oleh peneliti, menerangkan bahwa ada 533 menara yang diketahui 

dan diakui keberadaannya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, hal 

ini disebabkan menara tersebut berdiri atas rekomendasi yang telah ditetapkan oleh 

Walikota, mempunyai identitas hukum yang jelas. Tetapi ada 33 menara yang bisa 

dikatakan tidak mempunyai identitas yang jelas dan bertentangan dengan efesiensi, 

kenyamanan, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan. Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2011 ini berjumlah 56 pasal dari keseluruhan pasal tersebut peneliti melakukan 

penelitian hanya beberapa pasal pembatasan penelitian ini difokuskan pada pasal: 

1. Pasal 4 tentang Persyaratan Rekomendasi dan Izin Operasional Menara 

2. Pasal 9 tentang Kelaikan Fungsi Bangunan Menara 

3. Pasal 13 tentang Penempatan Lokasi Menara Telekomunikasi 

4. Pasal 14 Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan 

identitas hukum. 
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Sesuai dengan uraian pada latar belakang, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian atau studi kasus terhadap permasalahan tentang Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian 

Menara Telekomunikasi Kota Palembang Tahun 2014. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 

Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

Tahun 2014. 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang 

Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi Tahun 2014. 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2014. 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk dapat 

menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang Ilmu Administrasi Negara, yakni pada 

bidang konsentrasi Kebijakan Publik khususnya mengenai Implementasi Kebijakan. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi instansi 

terkait dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 

2011 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

Tahun 2014. 
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